BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.1057, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Kawasan Berikat.
Penyelenggaraan. Pengawasan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120/PMK.04/2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 147/PMK.04/2011 TENTANG KAWASAN BERIKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa ketentuan kuota penjualan lokal Hasil Produksi

Kawasan Berikat 25% (dua puluh lima persen) dari nilai
realisasi ekspor tahun sebelumnya dan nilai realisasi
penyerahan ke Kawasan Berikat lainnya tahun
sebelumnya, ketentuan intermediate goods, ketentuan
subkontrak, dan ketentuan pemenuhan syarat lokasi
untuk perusahaan yang telah mendapatkan izin
Kawasan Berikat, serta ketentuan lainnya, telah diatur
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012;

. bahwa dalam rangka mendukung Kawasan Berikat

dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha,
pertumbuhan dan perkembangan investasi, industri,
dan perdagangan, perlu melakukan penyempurnaan
terhadap  Peraturan Menteri Keuangan  Nomor
147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.04/2012;
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c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011
tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 44/PMK.04/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR  147/PMK.04/2011 TENTANG
KAWASAN BERIKAT.
Pasal |

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan

Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 558) yang

telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan:

a. Nomor 255/PMK.04/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 944);

b. Nomor 44/PMK.04/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 317);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (6) diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat,
yakni ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Di dalam Kawasan Berikat dilakukan penyelenggaraan dan
pengusahaan Kawasan Berikat.

(2) Penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Penyelenggara Kawasan Berikat yang berbadan
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(3) Penyelenggara Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melakukan kegiatan menyediakan dan mengelola kawasan untuk
kegiatan pengusahaan Kawasan Berikat.

(4) Dalam 1 (satu) penyelenggaraan Kawasan Berikat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 1 (satu) atau lebih
pengusahaan Kawasan Berikat.

(5) Pengusahaan Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:

a. Pengusaha Kawasan Berikat; atau
b. PDKB.
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Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) melakukan kegiatan menimbun barang impor dan/atau
barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna
diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk
dipakai.

Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di
Indonesia.

Terhadap Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) diberikan pelayanan dan pengawasan secara
proporsional berdasarkan profil risiko Pengusaha Kawasan Berikat
atau PDKB yang dikategorikan menjadi:

a. kategori layanan hijau;
b. kategori layanan kuning; atau
c. kategori layanan merah.

Ketentuan pelayanan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23

Pemasukan barang ke Kawasan Berikat dapat dilakukan dari:

e a0 op

(1)

luar daerah pabean;

Kawasan Berikat lainnya;

Gudang Berikat;

Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB);
Tempat Lelang Berikat (TLB);

Kawasan Bebas yang dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas
yang telah mendapat izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan
Bebas;

tempat lain dalam daerah pabean; dan/atau
kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ketentuan Pasal 24A ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24A berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24A

Persetujuan untuk pemasukan barang modal berupa peralatan pabrik
dan/atau suku cadang barang modal diberikan oleh Kepala Kantor
Pabean atas permohonan Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB.
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(2)

(1)

(2)
(3)

(1)

Persetujuan untuk pemasukan barang modal berupa peralatan pabrik
dan/atau suku cadang barang modal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan dengan memperhatikan tingkat kepatuhan
perusahaan, keterkaitan barang yang dimasukkan dengan kegiatan
produksi, serta kewajaran jumlah barang modal yang dimasukkan.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 26

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat dilakukan dengan
tujuan ke:

a. luar daerah pabean;

b. Kawasan Berikat lainnya;

c. Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB);
d

pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha
dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;

e. tempat lain dalam daerah pabean; atau
f. kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke luar daerah pabean
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a dapat berupa:

a. Hasil Produksi Kawasan Berikat yang bersangkutan; dan

b. gabungan Hasil Produksi Kawasan Berikat dengan barang lain
sebagai pelengkap yang berasal dari:

1) luar daerah pabean;

2) Gudang Berikat;
3) Kawasan Berikat lainnya,;
4) Pengusaha di Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha

dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas;
5) tempat lain dalam daerah pabean; atau
6) kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
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Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan Berikat
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b harus
ditujukan untuk diolah lebih Ilanjut, digabungkan dengan Hasil
Produksi Kawasan Berikat lain, atau dijadikan Barang Modal untuk
proses produksi.

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Tempat
Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf ¢ harus ditujukan untuk dipamerkan
dan/atau dijual.

Hasil Produksi Kawasan Berikat yang dikeluarkan ke Tempat
Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) harus dimasukkan kembali ke Kawasan Berikat asal
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah pameran
selesai.

Dalam hal ketentuan mengenai jangka waktu pemasukan kembali ke
Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi,
Pengusaha Kawasan Berikat atau PDKB asal wajib membayar bea
masuk dan/atau Cukai, dan PDRI yang terutang dan dikenai sanksi
administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea
masuk yang seharusnya dibayar serta tidak diperbolehkan
mengeluarkan  hasil  produksi untuk tujuan ke  Tempat
Penyelenggaraan Pameran Berikat (TPPB) selama 1 (satu) tahun.

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke pengusaha di
Kawasan Bebas yang telah mendapat izin usaha dari Badan
Pengusahaan Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (1) huruf d, harus ditujukan untuk pengusaha di Kawasan Bebas
yang telah mendapat izin dari Badan Pengusahaan Kawasan Bebas
terhadap barang yang berhubungan dengan kegiatan usahanya.

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam
daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf
e, dapat dilakukan dalam jumlah paling banyak 50% (lima puluh
persen) dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang
meliputi nilai ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat
ke Kawasan Berikat lainnya, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan
Berikat ke Kawasan Bebas, dan nilai penjualan Hasil Produksi
Kawasan Berikat ke kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh
pemerintah.

Pengeluaran Hasil Produksi Kawasan Berikat ke tempat lain dalam
daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf
e, dapat dilakukan dalam jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen)
dari penjumlahan nilai realisasi tahun sebelumnya yang meliputi nilai
ekspor, nilai penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat ke Kawasan
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